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Abstract 
 

This study aims to identify and analyze the implementation of Intellectual Property 
protection for inmate-produced goods at the Class I Detention Center in Cirebon. In addition, it 
seeks to examine the implications of such Intellectual Property Protection for the independence 
and economic empowerment of inmates.  

This research employs an empirical legal research method with a descriptive approach. 
The data used consist of both secondary and primary data, with the primary data obtained 
through interviews with respondents.  

The findings indicate that the implementation of the Intellectual Property Protection 
Program for inmate products at the Cirebon Class I Detention Center, carried out through the KI-
REBON Center, has successfully provided clear legal protection and enhanced the economic 
value of inmate products through copyright registration and the development of collective 
brands. The collaboration between the Directorate General of Intellectual Property, the Cirebon 
Detention Center, and the Local Government has proven effective in facilitating potential 
mapping, capacity building, and the legalization of inmate creations. This protection strengthens 
inmates’ independence and business opportunities both during and after their incarceration, 
while also contributing to reducing recidivism through the ownership of legal assets that support 
social reintegration. As long as the program is implemented in accordance with applicable 
regulations and supported by institutional commitment, its sustainability can be maintained, 
making the KI-REBON model suitable for replication in other correctional units as an inclusive, 
economically oriented, and sustainable rehabilitation strategy. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi pelindungan 
Kekayaan Intelektual pada produk WB di Rutan Kelas I Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga 
bertujuan mengetahui dan menganalisis implikasi Pelindungan Kekayaan Intelektual tersebut 
terhadap kemandirian dan pemberdayaan ekonomi WB. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data 
yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Adapun data primer diperoleh melalui 
wawancara terhadap responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pelindungan Kekayaan 
Intelektual bagi produk WB di Rutan Kelas I Cirebon melalui Sentra KI-REBON berhasil 
memberikan perlindungan hukum yang jelas serta meningkatkan nilai tambah ekonomi produk 
WB melalui pencatatan ciptaan dan pengembangan merek kolektif. Kolaborasi antara Ditjen KI, 
Rutan Cirebon, dan Pemerintah Daerah terbukti efektif dalam memfasilitasi pemetaan potensi, 
penguatan kapasitas, serta legalisasi karya WB. Pelindungan KI ini memperkuat kemandirian 
dan peluang usaha WB baik selama pembinaan maupun pasca bebas, sekaligus berkontribusi 
pada pencegahan residivisme melalui kepemilikan aset legal yang mendukung reintegrasi sosial. 
Selama program dijalankan sesuai ketentuan dan didukung oleh komitmen kelembagaan, 
keberlanjutan inisiatif ini dapat terjaga dan model Sentra KI-REBON layak direplikasi pada UPT 
Pemasyarakatan lainnya sebagai strategi pembinaan yang inklusif, berorientasi ekonomi, dan 
berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: 
Kekayaan Intelektual, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan 
 
 

Pendahuluan 
Filosofi dasar Pemasyarakatan di 

Indonesia berorientasi pada fungsi 
pembinaan, merefleksikan pergeseran dari 
paradigma retributif menuju sistem yang 
fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi Warga 
Binaan Pemasyarakatan. Paradigma ini 
didasarkan pada kebijakan yang bertujuan 
mengembalikan Warga Binaan (WB)  menjadi 
anggota masyarakat yang produktif, 
menegaskan bahwa Lembaga 
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan adalah 
tempat untuk menemukan dan 
menumbuhkan potensi WB, dengan tujuan 
akhir mencegah residivisme melalui 
pembinaan yang efektif (Eviningrum, 2023; 
Hamsir et al., 2019). 

Meskipun demikian, pelaksanaan 
program pembinaan kemandirian seringkali 
dihadapkan pada tantangan signifikan terkait 
validitas ekonomi dan keberlanjutan produk 

WB, sehingga memerlukan strategi yang 
menjamin nilai jual pasca-pembebasan 
(Herliansyah, 2020; Wulaningrum et al., 
2024). Masalah umum yang dihadapi adalah 
produk WB seringkali kurang memiliki daya 
saing pasar dan tidak memiliki perlindungan 
hukum yang jelas. Hal ini diperparah dengan 
stigma sosial yang menyulitkan mantan 
narapidana untuk mendapatkan pekerjaan 
dan reintegrasi ke masyarakat (Diatmono et 
al., 2023; Zakiyah & Yulianti, 2020). Oleh 
karena itu, pembinaan harus menciptakan 
"bekal ekonomi dan kemandirian yang nyata" 
agar WB tidak kembali melakukan tindak 
pidana, serta diperlukan adanya tahap 
transisi dan keberlanjutan usaha yang 
terstruktur setelah WB bebas (Ali et al., 
2022). 

Guna menjawab kebutuhan mendesak 
akan keberlanjutan tersebut, Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual 
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memformulasikan Pelindungan Kekayaan 
Intelektual sebagai instrumen strategis untuk 
mentransformasi hasil karya WB menjadi 
aset yang memiliki kepastian hukum dan nilai 
komersial (Disemadi, 2022). Kekayaan 
Intelektual, yang mencakup hak cipta dan 
merek, merupakan hak eksklusif yang 
diberikan negara sebagai bentuk apresiasi 
atas karya atau kreativitas individu, dan 
memiliki peran penting dalam 
pengembangan ekonomi nasional maupun 
internasional (Asmuni et al., 2024; Disemadi, 
2022; Kambuno, 2020). Konsep ini mengubah 
pendekatan "one prison one product" 
menjadi "one prison one brand", bahkan 
"one prison one IP", untuk memberikan 
pengakuan atas martabat dan kreativitas WP, 
serta menciptakan nilai tambah ekonomi 
yang dilindungi undang-undang. Tujuannya 
adalah mewujudkan "wajah baru 
pemasyarakatan yang lebih humanis". 

Strategi kebijakan ini mulai 
diimplementasikan dalam bentuk konkret 
melalui peluncuran program Sentra KI-
REBON di Rutan Kelas I Cirebon, yang 
berfungsi sebagai model kolaborasi 
kelembagaan yang terintegrasi. Sentra KI-
REBON merupakan proyek percontohan 
nasional yang berfungsi sebagai tempat WB 
belajar KI, berkreasi, dan difasilitasi 
pendaftaran hak cipta dan merek. 
Implementasi awal program ini ditandai 
dengan penyerahan Surat Pencatatan 
Ciptaan kepada Rutan Cirebon, melibatkan 
berbagai aktor dalam ekosistem kekayaan 
intelektual. 

Oleh karena itu, implementasi strategi 
Pelindungan Kekayaan Intelektual melalui 
program Sentra KI-REBON di Rutan Kelas I 
Cirebon menjadi objek kajian penting untuk 
menganalisis efektivitasnya dalam tataran 
operasional. Pentingnya penelitian ini adalah 
untuk menguji strategi ini setelah 
diluncurkan, serta kebutuhan analisis untuk 
membedah mekanisme kerja dan dampak 
nyata dari program tersebut, mengingat 
urgensi perlindungan KI bagi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah dan pelaku ekonomi 
kreatif di Indonesia (Waspiah et al., 2020). 
Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi 

masukan dan model bagi kebijakan 
Pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis 
lain. 

Berdasarkan latar belakang konseptual 
dan urgensi kajian implementasi tersebut, 
penelitian ini difokuskan untuk menjawab 
dua pertanyaan utama yang menjadi inti 
analisis, yaitu: Bagaimana implementasi 
pelindungan Kekayaan Intelektual pada 
produk WB di Rutan Kelas I Cirebon? dan 
Bagaimana implikasi Pelindungan Kekayaan 
Intelektual tersebut terhadap kemandirian 
dan pemberdayaan ekonomi WB? 

 
Metode 

Penelitian ini menggunakan 
Metode Penelitian Hukum Empiris yang 
bersifat deskriptif kualitatif, di mana 
pendekatan ini merupakan gabungan 
antara pendekatan hukum normatif 
dengan unsur-unsur empiris untuk 
mengkaji implementasi ketentuan hukum 
dalam masyarakat (Halim & Indrianto, 
2022). Penelitian hukum sosiologis 
memperkaya analisis hukum dengan 
menggunakan metode dan teknik ilmu 
sosial (Muhammad, 2019). Fokus 
penelitian adalah menganalisis efektivitas 
implementasi kebijakan di lapangan (das 
sein), khususnya terkait Pelindungan 
Kekayaan Intelektual. Pendekatan yang 
digunakan adalah Studi Kasus pada Rutan 
Kelas I Cirebon. Studi kasus 
memungkinkan penyelidikan yang 
intensif, mendalam, mendetail, dan 
komprehensif terhadap suatu fenomena 
atau situasi spesifik dalam lingkungan 
nyata, dengan penekanan pada kondisi 
objek alamiah dan dinamika hubungan 
antarfenomena (Anticona et al., 2023; 
Chairunnisa & Majdi, 2022; Sadeli & 
Priyanto, 2020; Yanti & Fernandes, 2021). 

Lokasi penelitian ditetapkan di 
Rutan Kelas I Cirebon. Data bersumber 
dari dua jenis data utama: data primer 
dan data sekunder. Data primer 
diperoleh melalui wawancara mendalam 
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dengan informan kunci untuk 
mendapatkan pemahaman tentang 
pengalaman, pandangan, dan perspektif 
individu terkait implementasi kebijakan 
dan implikasi ekonominya (Ardiansyah et 
al., 2023; Mantu, 2021). Wawancara 
dapat dilakukan secara terstruktur, semi-
terstruktur, atau tidak terstruktur 
(Ardiansyah et al., 2023). Data sekunder 
meliputi Arahan Dirjen KI, peraturan 
perundang-undangan, serta dokumen 
resmi Rutan Cirebon, yang berfungsi 
sebagai catatan peristiwa yang sudah 
berlalu dan bahan tertulis relevan 
(Ardiansyah et al., 2023; Irawati & Satri, 
2018). 

Pengumpulan data dilakukan 
melalui triangulasi teknik untuk 
menjamin validitas temuan (Wahyudi, 
2019). Triangulasi teknik dilakukan 
dengan mengecek data dari sumber yang 
sama menggunakan teknik yang berbeda, 
misalnya membandingkan hasil observasi 
dengan wawancara dan studi dokumen 
(Natalini & Hardini, 2020). Teknik 
pengumpulan data meliputi wawancara 
mendalam, observasi, dan studi 
dokumentasi. Observasi melibatkan 
pengamatan langsung terhadap 
partisipan dan konteks yang terlibat, 
sementara studi dokumentasi 
mengumpulkan data dari arsip atau 
bahan tertulis (Amalia, 2023; Ardiansyah 
et al., 2023). Analisis data dilakukan 
secara kualitatif dengan tahapan Reduksi 
Data, Penyajian Data, dan Penarikan 
Kesimpulan (Conclusion 
Drawing/Verification) (Mardiana et al., 
2020; Napsawati, 2020; Umanailo, 2019). 
Reduksi data bertujuan untuk 
menyederhanakan dan 
mengorganisasikan data, penyajian data 
menyusun informasi yang telah direduksi 
ke dalam bentuk naratif atau bagan, dan 
penarikan kesimpulan merupakan hasil 
akhir yang menjawab rumusan masalah 

penelitian (Hayati, 2019; Lestari et al., 
2022). Kesimpulan awal bersifat 
sementara dan akan diverifikasi dengan 
bukti-bukti kuat dari pengumpulan data 
berikutnya (Lestari et al., 2022). 
 
Hasil 
Implementasi Pelindungan Kekayaan 
Intelektual 

Pelindungan Kekayaan Intelektual di 
Rutan Kelas I Cirebon diimplementasikan 
secara konkret melalui peluncuran Program 
Sentra KI-REBON pada tanggal 21 Oktober 
2025. Program ini merupakan manifestasi 
dari perubahan paradigma yang diinisiasi 
oleh Arahan Dirjen KI, dari konsep "one 
prison one product" menjadi "one prison one 
brand" atau bahkan "one prison one IP". 
Berdasarkan wawancara mendalam dengan 
pihak Rutan Cirebon, perubahan paradigma 
ini bertujuan untuk memberikan pengakuan 
yang lebih mendalam terhadap martabat dan 
kreativitas Warga Binaan Pemasyarakatan, 
serta menciptakan nilai tambah ekonomi 
yang dilindungi secara hukum (Disemadi, 
2022). Konsep ini menegaskan bahwa karya-
karya WB tidak hanya sekadar produk, 
melainkan aset intelektual yang memiliki nilai 
komersial dan hukum. 

Implementasi pelindungan KI ini 
dijalankan melalui sinergi kelembagaan yang 
melibatkan berbagai aktor dengan peran 
yang terbagi secara jelas. Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum berperan sebagai 
fasilitator utama, yang ditunjukkan melalui 
penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan 
kepada Rutan Cirebon dan penyelenggaraan 
lokakarya serta sosialisasi mengenai KI. Pihak 
Rutan Cirebon, melalui data yang diperoleh 
dari wawancara, bertanggung jawab dalam 
menyediakan fasilitas yang mendukung 
program Sentra KI-REBON serta memetakan 
potensi karya-karya inovatif dari WB. Rutan 
Cirebon juga berfungsi sebagai tuan rumah 
bagi Sentra KI-REBON, menjadi pusat 
kegiatan pembelajaran dan pengembangan 
KI bagi WB. Sementara itu, Pemerintah 
Daerah diberi mandat untuk memberikan 
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dukungan esensial, khususnya dalam aspek 
riset pasar, pengembangan desain, 
pengemasan produk, dan membantu alokasi 
anggaran untuk proses pendaftaran KI. 
Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap 
tahapan, mulai dari penciptaan hingga 
komersialisasi, mendapatkan dukungan yang 
memadai (Asmuni et al., 2024; Disemadi, 
2022; Kambuno, 2020). 

Hasil konkret dari implementasi ini 
adalah tercapainya status hukum bagi 
produk-produk yang dihasilkan oleh WB. 
Fokus utama program ini adalah pada 
pendaftaran hak cipta dan mendorong 
pembentukan merek kolektif yang spesifik 
untuk produk Rutan, seperti contohnya 
"Batik Gembok" atau "Rasa Abhipraya". 
Pendaftaran hak cipta memberikan 
perlindungan hukum eksklusif terhadap 
karya-karya orisinal, sementara merek 
kolektif bertujuan untuk membangun 
identitas dan reputasi produk yang berasal 
dari Rutan. Berdasarkan informasi yang 
didapatkan dari wawancara dengan 
manajemen Rutan Cirebon, adanya status 
hukum ini tidak hanya memberikan 
keabsahan, tetapi juga meningkatkan 
kepercayaan pasar terhadap produk WB. 
Perlindungan KI menjadi krusial untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah serta pelaku 
ekonomi kreatif di Indonesia, sehingga 
inisiatif ini memberikan landasan yang kuat 
bagi keberlanjutan usaha WB (Waspiah et al., 
2020). 

 
Implikasi terhadap Pemberdayaan Ekonomi 

Strategi pelindungan KI ini memiliki 
tujuan akhir untuk menciptakan nilai tambah 
ekonomi bagi karya WB, sekaligus 
mendukung terwujudnya "wajah baru 
pemasyarakatan yang lebih humanis". 
Melalui wawancara dengan WB dan staf 
Rutan, ditemukan bahwa pelindungan KI 
secara langsung meningkatkan nilai jual 
produk di pasar karena adanya keabsahan 
hukum. Hal ini membedakan produk-produk 
ber-KI dari produk pembinaan biasa yang 
mungkin tidak memiliki perlindungan serupa. 
Adanya hak eksklusif yang diberikan oleh 
negara sebagai bentuk apresiasi atas karya 

atau kreativitas individu, memungkinkan WB 
untuk memperoleh manfaat ekonomi yang 
lebih besar dari hasil kerja mereka (Disemadi, 
2022). 

Implikasi ekonomi lainnya mencakup 
jaminan terhadap keberlanjutan usaha WB 
setelah mereka bebas dari masa pembinaan. 
Arahan yang mendasari program ini 
menjamin bahwa WB akan menerima modal 
awal dari sebagian hasil penjualan produk 
yang mereka hasilkan selama berada di 
Rutan. Informasi ini, yang diperkuat melalui 
data dari wawancara, menunjukkan bahwa 
pemberian modal awal ini merupakan 
langkah strategis untuk membekali WB 
dengan sumber daya finansial yang 
dibutuhkan untuk memulai atau melanjutkan 
usaha mereka di luar Rutan, sehingga 
mendukung kemandirian ekonomi mereka 
pasca-pemasyarakatan. 

Selain itu, pelindungan KI juga 
berperan penting dalam membuka akses 
pasar yang lebih luas dan mendukung proses 
reintegrasi sosial WB. Pemerintah Daerah 
didorong untuk menyediakan etalase serta 
akses ke berbagai pameran bagi produk-
produk WB. Hal ini tidak hanya 
mempromosikan produk, tetapi juga 
membantu WB membangun jaringan dan 
reputasi di pasar. Hak Cipta atau Merek yang 
dimiliki oleh WB menjadi bekal ekonomi yang 
nyata dan berharga saat mereka kembali ke 
masyarakat, berdasarkan data wawancara 
dengan WB yang telah bebas. Kepemilikan 
aset intelektual ini secara signifikan 
mengurangi potensi residivisme karena WB 
memiliki landasan ekonomi yang stabil, 
sehingga dapat berdaya dan berkontribusi 
positif kepada masyarakat (Waspiah et al., 
2020). 

 
Pembahasan 
Analisis Implementasi Pelindungan KI pada 
Produk WB 

Pelindungan Kekayaan Intelektual yang 
diimplementasikan melalui Program Sentra 
KI-REBON di Rutan Kelas I Cirebon 
merepresentasikan sebuah inovasi signifikan 
dalam manajemen pemasyarakatan. 
Pergeseran paradigma dari "one prison one 
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product" menjadi "one prison one brand" 
atau bahkan "one prison one IP" tidak hanya 
mengubah fokus dari pembinaan fisik atau 
perilaku menjadi penciptaan nilai aset, tetapi 
juga menempatkan karya Warga Binaan 
Pemasyarakatan sebagai aset intelektual 
yang dilindungi secara hukum dan memiliki 
nilai komersial (Disemadi, 2022). Pendekatan 
ini sejalan dengan teori inovasi kebijakan 
publik, di mana inovasi digunakan untuk 
mengatasi masalah birokrasi dan legalitas 
produk yang dihasilkan di lingkungan 
pemasyarakatan, serta memberdayakan 
narapidana melalui kewirausahaan sebagai 
strategi reintegrasi (Hwang, 2022). Program 
ini menunjukkan bahwa sistem 
pemasyarakatan dapat beradaptasi untuk 
menciptakan nilai tambah ekonomi dan 
sosial melalui perlindungan KI bagi individu 
yang berhadapan dengan hukum (D. & 
Lateef, 2023). 

Keberhasilan implementasi 
pelindungan KI ini sangat bergantung pada 
model kolaborasi kelembagaan yang 
melibatkan tiga pilar utama: Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual, Rutan 
Cirebon, dan Pemerintah Daerah. Sinergi ini 
memastikan bahwa setiap tahapan, mulai 
dari fasilitasi, penyediaan fasilitas, pemetaan 
potensi, hingga riset pasar dan alokasi 
anggaran, mendapatkan dukungan yang 
memadai (Asmuni et al., 2024; Disemadi, 
2022; Kambuno, 2020). Teori Collaborative 
Governance menegaskan bahwa pengaturan 
pemerintahan di mana lembaga publik 
berinteraksi langsung dengan pemangku 
kepentingan non-negara dalam proses 
pengambilan keputusan kolektif yang formal 
dan berorientasi konsensus, sangat penting 
untuk mencapai tujuan kebijakan publik atau 
mengelola program secara efektif (Xia et al., 
2022). Kolaborasi antara DJKI, Kementerian 
Hukum dan HAM, Rutan, dan Pemerintah 
Daerah, seperti yang diamati di Rutan 
Cirebon, adalah kunci keberhasilan, di mana 
peran masing-masing pihak saling 
melengkapi dalam mendukung program KI 
(Muhammad, 2017). Restrukturisasi tata 
kelola dinamis dalam Kementerian Hukum 
dan HAM Indonesia juga menunjukkan upaya 

untuk menjadi kantor KI kelas dunia dan 
melindungi karya intelektual guna 
meningkatkan inklusivitas (Sukarsono et al., 
2024). 

Aspek legalitas karya menjadi bukti 
konkret dari implementasi pelindungan KI ini. 
Penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan 
kepada Rutan Cirebon dan dorongan 
pendaftaran merek kolektif seperti "Batik 
Gembok" atau "Rasa Abhipraya" bukan 
hanya seremoni belaka, melainkan 
manifestasi nyata dari bekerjanya hukum KI 
di lingkungan pemasyarakatan. Legalitas ini 
memberikan perlindungan hukum eksklusif 
terhadap karya orisinal dan meningkatkan 
kepercayaan pasar terhadap produk WB 
(Waspiah et al., 2020). Konsep kemanfaatan 
hukum atau efektivitas hukum menjelaskan 
bagaimana keberadaan hukum secara formal 
di atas kertas diterjemahkan ke dalam praktik 
dan memberikan dampak nyata 
(Christopoulou et al., 2021). Registrasi hak 
cipta dan merek menunjukkan bahwa hak 
kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi, 
dan proses hukum dapat secara efektif 
mengamankan nilai tersebut, sehingga 
hukum mulai bekerja dan memberikan 
dampak legal yang nyata kepada WB sebagai 
individu (Helfer et al., 2009). Perlindungan KI 
ini juga menjadi bagian penting dalam 
pembangunan ekonomi dan memberikan 
kontribusi signifikan dalam pembangunan 
nasional (Disemadi, 2022). 

 
Analisis Implikasi Pelindungan KI terhadap 
Pemberdayaan Ekonomi 

Pelindungan KI berfungsi sebagai 
modal awal yang krusial untuk kemandirian 
ekonomi WB. Dengan adanya perlindungan 
KI, produk yang dihasilkan oleh WB 
bertransformasi dari sekadar hasil 
pembinaan menjadi aset legal yang memiliki 
nilai jual tinggi di pasar. Hal ini memberikan 
hak eksklusif yang diakui oleh negara sebagai 
bentuk apresiasi atas kreativitas individu, 
sehingga memungkinkan WB memperoleh 
manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil 
karya mereka (Disemadi, 2022). Pendekatan 
ini selaras dengan teori pemberdayaan 
ekonomi, di mana perlindungan KI 
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memberikan WB status dan jaminan hukum 
yang diperlukan untuk memulai usaha, 
sehingga mereka tidak hanya memiliki 
keterampilan, tetapi juga aset legal yang 
berharga saat kembali ke masyarakat (D. & 
Lateef, 2023; Hwang, 2022). Aset intelektual, 
seperti merek kolektif, menjadi lebih 
berharga dibandingkan hanya sekadar 
keterampilan, karena memberikan jaminan 
keberlanjutan dan pengakuan di pasar 
(Widiastuti et al., 2020). 

Implikasi selanjutnya adalah terhadap 
reintegrasi sosial dan pencegahan 
residivisme. Jaminan keberlanjutan usaha 
yang diberikan oleh perlindungan KI, 
termasuk modal awal dari hasil penjualan 
produk, menjadi solusi nyata untuk 
membekali WB dengan sumber daya 
finansial. Hal ini secara signifikan mengurangi 
potensi residivisme karena WB memiliki 
landasan ekonomi yang stabil, mampu 
berdaya, dan berkontribusi positif kepada 
masyarakat (Waspiah et al., 2020). Dalam 
kriminologi, teori reintegrasi sosial atau 
Labeling Theory menjelaskan bahwa WB yang 
memiliki aset legal KI cenderung dilihat 
sebagai pelaku usaha yang sah (de-labeling) 
daripada mantan narapidana, 
mempromosikan citra positif dan membuka 
akses pasar yang lebih luas (Hamsir et al., 
2019; Honorato et al., 2023). Kewirausahaan 
dapat menjadi strategi reintegrasi yang 
efektif bagi individu yang terkena dampak 
keadilan, membantu mereka mengatasi 
hambatan pekerjaan dan menemukan 
sumber pendapatan (Hwang, 2022). 

Keberlanjutan strategi jangka panjang 
program pelindungan KI sangat bergantung 
pada komitmen kelembagaan. Dukungan 
Pemerintah Daerah dalam riset pasar, 
pengembangan desain, pengemasan produk, 
dan alokasi anggaran untuk proses 
pendaftaran KI, sangat esensial agar program 
ini tidak sekadar menjadi acara sesaat, tetapi 
berkembang menjadi ekosistem yang inklusif 
dan berkelanjutan (Jacobsen, 2018). Aspek 
keberlanjutan ini krusial dalam evaluasi 
kebijakan jangka panjang, di mana 
kemampuan untuk mempertahankan praktik 
yang telah direformasi sejalan dengan tujuan 

organisasi (Rudes et al., 2021; Visher et al., 
2015). Model manajemen kekayaan 
intelektual publik yang komprehensif, 
dengan dukungan pemerintah, diperlukan 
untuk menyeimbangkan kepentingan sosial 
dan inovasi jangka panjang (Lytvynchuk et al., 
2021). 

 
Kesimpulan 

Program pelindungan Kekayaan 
Intelektual pada produk Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Cirebon 
telah berhasil diimplementasikan melalui 
strategi kolaborasi yang inovatif dan terpusat 
pada Program Sentra KI-REBON. Keberhasilan 
ini didukung oleh sinergi aktif antara 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 
Rutan Cirebon, dan Pemerintah Daerah, yang 
secara kolektif memfasilitasi pemetaan 
potensi dan pengembangan karya WB 
(Asmuni et al., 2024; Disemadi, 2022; 
Kambuno, 2020). Hasil konkret dari 
implementasi ini meliputi perolehan Surat 
Pencatatan Ciptaan dan dorongan aktif untuk 
pembentukan merek kolektif, seperti "Batik 
Gembok" atau "Rasa Abhipraya," yang secara 
substansial mengubah status produk WB dari 
sekadar hasil pembinaan menjadi aset legal 
yang dilindungi hukum dan memiliki nilai jual 
(Waspiah et al., 2020; Widiastuti et al., 2020). 
Pendekatan ini sejalan dengan Teori 
Collaborative Governance, yang menekankan 
pentingnya interaksi langsung antara 
lembaga publik dan pemangku kepentingan 
non-negara untuk mencapai tujuan kebijakan 
publik secara efektif (Muhammad, 2017; Xia 
et al., 2022). 

Implikasi pelindungan KI ini sangat 
positif dan signifikan terhadap kemandirian 
serta pemberdayaan ekonomi WB, sejalan 
dengan visi pemasyarakatan yang humanis. 
Perlindungan hukum yang diberikan oleh KI 
meningkatkan nilai tambah ekonomi produk 
WB di pasar, memberikan mereka hak 
eksklusif dan legitimasi yang diperlukan 
untuk bersaing (Disemadi, 2022; Helfer et al., 
2009). Lebih lanjut, KI berfungsi sebagai 
jaminan keberlanjutan usaha pasca bebas, di 
mana WB dapat menerima modal awal dari 
hasil penjualan dan membawa aset 
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intelektual berharga sebagai bekal resmi 
untuk memulai usaha di masyarakat (D. & 
Lateef, 2023; Hwang, 2022). Hal ini secara 
langsung berkontribusi pada pencegahan 
residivisme, karena WB tidak hanya memiliki 
keterampilan tetapi juga aset legal yang 
mendorong reintegrasi sosial dan 
mengurangi stigma, sesuai dengan prinsip 
de-labeling dalam Labeling Theory (Hamsir et 
al., 2019; Honorato et al., 2023). 
Keberlanjutan program ini sangat bergantung 
pada komitmen kelembagaan dan dukungan 
pemerintah daerah dalam riset pasar, 
pengembangan produk, dan alokasi 
anggaran, memastikan ekosistem yang 
inklusif dan berkelanjutan (Jacobsen, 2018; 
Rudes et al., 2021; Visher et al., 2015). 

 
Implikasi 

Hasil penelitian ini memiliki 
implikasi penting bagi kebijakan 
Pemasyarakatan nasional. Model Sentra 
KI-REBON yang mengintegrasikan aspek 
legal, pembinaan, dan ekonomi daerah 
terbukti efektif dan dapat dijadikan 
proyek percontohan nasional untuk 
direplikasi di Unit Pelaksana Teknis 
Pemasyarakatan lain. Penelitian ini 
menunjukan bahwa strategi pembinaan 
kemandirian harus bertransformasi dari 
sekadar "one prison one product" 
menjadi "one prison one brand" atau 
"one prison one IP", menjamin bahwa 
setiap karya Warga Binaan 
Pemasyarakatan memiliki nilai legal dan 
ekonomi yang berkelanjutan.  
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